A5 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

JI. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 05 November 2024

Nomor 207/PM 00 02/K SU-30/11/2024

Sifat Biasa

Lampiran

Hal Imbauan Pemberitaan, Penyiaran, Dan |klan Kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
Di Lembaga Penyiaran Dan Media Daring.

KepadaYth
1. Ketua KPU Kota Pematangsiantar
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar
3. Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online
Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur,
Bupati dan Wakil Bupal, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai
dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Waki Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan
kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

A. Dasar Hukum

a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walkota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017
tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan
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Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

h. Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan

Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun

2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum

Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Pematangsiantar Tahun 2024

B. Defenisi/Batasan

a. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan
pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

b. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga
penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan,
yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang
didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan
layanan untuk kepentingan masyarakat.

d. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum
Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

e. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial
berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa
penyiaran berlangganan.

f. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk
badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak
komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani
kepentingan komunitasnya.

g. Siaran lklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat
untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan
iklan tersebut.

h. Berimbang adalah semua pihak mendapat kesempatan setara.
i. Independen adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa
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campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers

j- Materi |klan Kampanye adalah informasi mengenai nama, nomor, visl, misl, program, foto
Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partal Politik dan/atau foto
pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berupa:

1) tulisan;
2) suara,
3) gambar,
4) gabungan antara tulisan, suara dan/atau gambar
k. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampalan borita atau Informasl yang
dilakukan oleh media massa cetak, elektronik, dan Lembaga Ponylaran yang berbontuk tullsan,

gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon dan/atau keglatan,

C. Pelaksanaan Umum

a. Lembaga Penyiaran wajib mendukung dan menyukseskan pergelaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

b. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagl peliputan Pemllihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

c. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pomilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

d. Program Siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

e. Program Siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024,

f. Program Siaran dan lklan Kampanye wajib tunduk pada peraturan perundang undangan serta
peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditetapkan lembaga yang
berwenang.

D. Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wallkota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 s/d 22 September 2024,

Pelaksanaan Kampanye 25 September 2024 s/d 23 November 2024,

Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik 10 November 2024 s/d 23 November 2024.

Pelaksanaan Masa Tenang 24 November 2024 s/d 26 November 2024,

Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 s/d 27 November 2024,

LU

E. Materi Kampanye, Durasi, dan Spot Iklan Kampanye serta Iklan Layanan Masyarakat pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024

a. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.
b. Materi Kampanye menurut ketentuan peraturan perundang-undangan :
1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilal agama serta Jati dirl bangsa;
meningkatkan kesadaran hukum;
4. memberikan informasl yang benar, seimbang, dan bertanggung Jawab sebagal baglan dari

pendidikan politik; dan
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5. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
c. Materi Kampanye disampaikan dengan cara :

1. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan,
santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum:;
tidak mengganggu ketertiban umum;
memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
tidak bersifat provokatif; dan

o o > 0N

menjalin komunikasi polittk yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat
sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan
bermartabat.

d. Masa Kampanye, Jumlah Penayangan, Spot dan Durasi Iklan Kampanye di Lembaga

Penyiaran :

1. Penayangan lklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum
dimulainya masa tenang;

2. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk
Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi
paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi;

3. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk
Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak 10 (sepuluh) spot berdurasi
paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio;

e. Lembaga Penyiaran dapat menyiarkan lklan Kampanye Layanan Masyarakat non partisan
dan dapat diproduksi sendiri oleh Lembaga Penyiaran.

f. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye Layanan Masyarakat sebagaimana pada huruf e tidak

termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota.

F. Program Siaran Pasca Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

a. Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik dalam peliputan kegiatan
para peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dikemas dalam program siaran jurnalistik.

b. Lembaga Penyiaran dilarang untuk menolak permintaan liputan jurnalistik dari kegiatan salah
satu/beberapa peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

c. Materi program siaran dalam penyiaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilarang memuat konten yang
memojokkan/menyudutkan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

d. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program siaran yang tidak berimbang dalam hal
pemilihan narasumber maupun materi pemberitaan lainnya serta kehadiran peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 dalam suatu kemasan program acara.

e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan suatu narasi/gambaran yang mempertentangkan
ideologi dan dasar negara, menghasut/memfitnah suku, agama, ras, dan golongan tertentu
dalam peliputan kegiatan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
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Bupatl dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pemeran
sandiwara seperti sinetron, drama, film, dan/atau bentuk lainnya.

9. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai pembawa
program slaran

h. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan ‘ucapan selamat’ oleh peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024

G. Program Siaran pada Masa Kampanye
a. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
luar pengaturan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
dan di luar masa kampanye yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

b. Dalam hal memproduksi dan menayangkan iklan kampanye dan iklan layanan masyarakat,
Lembaga Penyiaran wajib tunduk dan memperhatikan ketentuan ketentuan yang diatur dalam
Etika Pariwara serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

c. Lembaga Penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk
kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

d. Lembaga Penyiaran wajib mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsional dalam
liputan jurnalistik kegiatan kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

H. Program Siaran pada Masa Tenang
a. Lembaga Penyiaran dilarang melakukan atau menayangkan kembali liputan jurnalistik

kegiatan kampanye/aktivitas Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 selama masa tenang.

b. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan narasi/gambaran yang
mendukung/memojokkan/menghasut/memfitnah para peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

c. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program acara yang bertemakan pandangan
politik dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau kegiatan/aktivitas peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024,

d. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan
Partai Politk, Pasangan Calon dan/atau Tim 9 Kampanye, atau bentuk lainnya yang
mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan
Calon.

e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali debat publik atau debat terbuka.

f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jajJak pendapat tentang Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024,

I. Program Slaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Lembaga Penylaran dilarang menayangkan Jajak pendapat tentang Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024, sepanjang rentang waktu pemungutan suara.
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b. Penayangan hasil hitung cepat/quick count dapat dllakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah
selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

c. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survel atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat mengenal Pemilihan, lembaga Survel atau Jajak Pendapat dan
Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasll keglatan yang dilakukannya bukan
merupakan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota,

d. Lembaga Penyiaran hanya menyiarkan hasil hitung cepat/quick count hasil pemungutan
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 darl lembaga survei atau Jajak Pendapat yang terdaftar di KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan survel atau

Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

J. Imbauan
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Pematangsiantar secara
kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan
komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media dan Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam
mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024, sebagai

berikut :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota :

a. Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang Undang, yang berbunyi :

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b. Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor &
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan.

2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kola.

3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/
Desa, dan Pengawas TPS.

4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan
wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

c¢. Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi . Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kola bertugas molakukan poencogahan terhadap
a. pelanggaran Pomllu termasuk praktik politik uang, dan
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b. sengketa proses Pemilu,

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan :

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk

meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota”;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan, dalam
melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon
Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang :

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil
Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota,
dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik,
perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan
dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j.  melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di
jalan raya; dan/atau

k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 Ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang
kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota :

(4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan

Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan

media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa

penayangan iklan Kampanye di media massa.

(1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum

dimulainya masa tenang.

5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :
(1) Kampanye melalul Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)

huruf c dilakukan dengan penayangan Iklan Kampanye di Media Daring yang
terverifikasl pada lembaga torkalt sesual dengan ketontuan peraturan perundang-
undangan,

(2) Penayangan Iklan Kampanye dl Medla Daring sebagalmana dimaksud pada ayat
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(1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

6. Bahwa berkenaan dengan imbauan pada angka 4 dan angka 5 tersebut, Bawaslu Kota
Pematangsiantar mengimbau kepada seluruh Media di Kota Pematangsiantar untuk
mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye Pemilihan dapat dilakukan melalui media massa
cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial,
menyiarkan pesan Kampanye Pemilihan dan/atau berita kegiatan
taan Media

dan Lembaga Penyiaran dalam

memberitakan dan

ye Pemilihan, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberi

Kampan
ai dengan ketentuan

Daring, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sesu
peraturan perundang-undangan.

9. Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Da
rekam jejak, atau bentuk lainnya yang

tungkan atau merugikan

ring, Media Sosial, dan Lembaga

Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan,
mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang mengun

Peserta Pemilu.
matangsiantar Mengimbau kepada seluruh Pimpinan Media Massa, Media

10. Bawaslu Kota Pe
“Untuk Media massa

Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se-Kota Pematangsiantar

cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran harus berlaku adil, berimbang,

dan tidak memihak dalam memberitakan, mewancarai, menyiarkan dan membuat iklan

Kampanye Pemilu dan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam

peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

11. Bahwa Bawaslu Kota Pematangsiantar tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan

n Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan
elurahan Desa

Pemiliha
diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas K

(PKD).
12. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka
Bawaslu Kota Pematangsiantar akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran

sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubemur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

bersama untuk mewujudkan

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar
il Walikota Tahun 2024 di

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wak

Kota Pematangsiantar yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
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